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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN IGDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

LEMBACA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHI\4AT TUHAN YANG I{AHA ESA

BUPATT KEDIRI'

a. batrwa pembangunan perdesaan dilandaskan pada keyakinan

dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan

kehidupan urasyarakat yatlg dimulai dari l)esa, karena

maeyarakat yang hercliant cli perdesaarl mcrupakan faktor ya"1rg

penting menqiu kepade perbaikan ekonomi dan sosial

masyarakat Indonesia secara na$ional;

b. be.hwa le.mtraga kemasyarakatan Desa mempunyai trrgas

melakukan pemberdayaan masyaraltat Dcsa", ikUt scrta

merencanakan dan meleksa.nakan pembanglrlnn, sert6

meningkatkan pelayanan masyarakat Desal

c. batrwa be,nlaaarkan pertirnhngan sebagairrana slirn*ksud

dalam huruf a dan huruf h perlu membcntuk Fbraturart

Daerah tentang f4mhaga Kemaeyarakatan Desal

1. Pasal 19 Ayet (6) Undang-undang Des{lr Negarn Repuhlik

Indonesin Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 I'ahun l qSO tentang

Irembentukan Daerah daerah Kabupaten datam Lingkungan

Propinei Jawa Timur sebagaimana telatr diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730h

C

Menimbang

Mcngingat:
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3. Undang-Undang Nsmor 11 Tahun 2OOg tentang

Kesejahteraan Sosial {l.,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Repubtk Indonesia Nomor a967);

4, Undang-Uadang Nornor 12 Tahun 201I tenteng

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Noruor 82 Tambahart

lrmbaran Negera Republik Indonesta Nomor .523a];

5. Undang:Undang Nomor 13 Tahun 2013 teritang Organi*asi

Kemasyarakatan (l,embaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OI3 Nomor 116, 'fambahan Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Nomtr 5a30l;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

{I"embaran Negara Republik Inrlonesia Tahun 2014 Nomor 7,

'fambatran Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

54e5);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenturg

Pemerintatran Daerah {t*mbaran Negara Republik Itdonesia

Tahun 201+ Nomor 2+4, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indanesia Nomor 5587) sebagaimana heberapa kali

telah diutrah terakhir dengan Unclang-Unclang Nsnror q

'lhhun 2OI5 fl*mbaran Iilegara Republik Ineltrneeia Tahrtn

2015 Nomor 58, Tamtrahan l.emharan Negara Hepublik

Indoneeie Nomor 5679);

B, Peraturan Pemerintah Nomor 7q Tahun 3OO5 tenteng

Pedsm€m Fembinaan dan Penga.wasan Penyeleaggaraan

Pemerintahan llaerah (t-+mbaran Negara Repuhlik Inrtonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan l.embaran Negara

Reputrlik Indonesia Nomor a5931;

q. prlral.uratr pemcr.iuLJr Nornor 4g Tahun f0l.,l tentang

Peraturan trelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

?O14 Teatang Deea {t-embaran Ncgara Rcpublik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembarsn Negara

Repuhlik Indnnenin Nomor 55391 selagaimana telah diubah

ctengan Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015

{Lembaran Flegara Republik Indoneei*, Tahun 2015 Narnor

157 Tambahan Lemberan Ncgara Rcpublik Indonesis Nqrmor

5717 l;
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang l'eraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 'l'ah un 2Ol1 tentang

Pembentukan Feraturan Perundang-Undangan (Lemberan

Negara Republik Indonesia Tirhun 2014 Nomor 199);

I 1. Peraturan Menteri Dala-o. Negeri Norrror 5 Tahun 2007

tentang Pe<loman Penataan Lembaga Ker rra eya t'akatan;

12. Peraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor 54 Tahun 20O9

tentang Tata Naskatr Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

13. IJeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I l l Tahun 2014

tenta-ng Pedomen Teknis Peratura n Di Desa;

14. Peraturan Menteri f)elam Negeri Nomor ll3 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Ke uangan Desal

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4

tentsng Pedoman Pembangunan Desa;

16. Persturan Menteri Dalam Negen Norrtor 8O Teshun 2015

tefltang Pembentrrkan Prrrluk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daereh Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008

tentang Otganisasi dan 'llata Keria Badaa Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintatran Desa (Lrmbaran L)acralr

Kabupaten Kexliri 'I'ahun 2OOg Nomor 31, Tar:rbahan

I-embaran Daeratr Kabupatcn Kediri Nomor 65);

18. Peratrrret Daerah I{abupatcn Kcdiri Nomor :i9 'l'ahun 2OOB

tentang Organisesi dan Tata Kerja Kecamatan (lrmtraran
Llaeratr Kabupaten Kediri Tahun 2OOE Norrru' 39, Ta nrbahar:

I*mlraran Deereh Kabupaten Kediri Nonrot' 73).

f)engan Persetuj uan Bersama

DF]WAN PER1VAKILAN RAKYAT T)A II:I{A 1I KABUPATEN KEI)I IT I

dan
BUPATI KIiI)IHI

MIi)MIITIISKAN:

Menetapkan : PERATTIRAN DA.ERAH TENTANG LEMBACA I{EMASYARAKA'I'AN

DESA

BAEI I

KT)TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adadah Kabupateu Kcdiri.

2. Pemenntah Dacrah adalah Bu pati beserta Perangkat Daerah sebagai uneur

penyelenggara Pemedntahan Daerah.
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3. Pemerintahgn Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan uruaan pemerintahan menurut
as.es otonomi dan tugas pembantuan dcngan prinsip otonoml seluas

luasnya dalan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repuhllk Indonesla

sebegqimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nega ra Re-pulrliL

Irrdonesis Tahun 1945.

4. Bupati sdslah Bupati Kediri.

5. Camat adalah pemimpirr darr koordirralgr' pgnyglenggarllqrr lJertrerirrtalran di
rvilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tlrga$nya memperurleh

pclimpahan kewenangan pemerintahan dali Rupati ulrtuk rnerrangarri

sebagien uru;an otonomi dacrah dan penyelenggaraan tugas umum
pcmerintahan.

6. Dess. *dalah adalah kesatuan masyatakat hukunr yang mernilil(i batarj

wilayah yang bcrwcnang untuk mengatur dan menguruE uruean
pemerin lahan, kepentingan meeyarakat setempet berdasarken pmkatea

masyarakat, hak assl usul, dan/atau hsk tradisional yang diakui rlan

ditrnrsral-i dalam sistem pemerintahan Negara Keeatuan Republik lndonesia.
7. Pcmerintahan Desa adalah penyelenggaraan uruaan pernerintahan dnn

kepentingan masyareket Betcmpat tlalsm sietem pemerintatra"n Negara

Kesatuan Rcpublik Indonesia.

L Pcmerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsetrut denga.n nalne lejr)

diban[r perangkat Desa sehagai unsur penyelenlqare Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pcjabat Pemerintatr Desa yang mempunyai wewcnang,

tu5,ps rlarr kew4iil:arr untuk rrrenyelenggaral*ur rlrmnh ttut8€la Deerurye dan
melaksanskan tugas rlsri PemerirrIah rlan PesreritrIah l)aerah.

10. Badan Permusyawatatan Desa selanjuln.ya disebul BPD adalsh lemlmgp yang

melaksana}an fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Deea berdaearkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.
I l, Muevawarah Dcsa adalah musyawarah entere Badsn FflBusyawereten

Desa, Pcmedntah l)esa, dan unsur masyarakat yalg diselenggarakanr oleh

uadan Perm u syawaratan I )eaa untuk mcnycpakati hal yan8 berstlat strategis,

12. Peraturan Deea adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Deea setelah dibahas dan disepakati berserna BPD.

13. Pemberdayasn Maeyarakat Deea adalah upaya mengembangkan kemandirian

dan kcscjahtcraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, keeadaran, Eerta memanfaatkan

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatal, dan
pendarnpiugan yrurg uesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa,

?
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14. Keuangan Desa adalatr sernua hak dan kewajilmn Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesltatu trenrpe uang dan barang yang

berhubungan dengan lrclaksanaan hak dan kewajilmn Desa.

15. Anggaran Fendapatan dan Belanja Desa, eelanjutnya disebut APB Dcsa,

adalah rencana. .k+uanga n fahunan Pemerintatran Desa-

l fr^ Dana Desa adalah dzura ynng hersumkrcr dari anggaran pendnpatan dan

belanja negara yang rlipertrrrlukkan bagi DeEa yang ditrarrufcr nrelalui

anggaren pendapa[arr dan trclania daeratr kabupaten dan rligurur-kan untuk
membiayni penyelenggflraan pemerintahan Desa, pclaksanaan pemhnngunen

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemhetdayaan maeyarakat

Dcsa.

17. I*mlmga Kemasyarakatan Deea ateu disetrut dengan naula lain adalah

Icnrbaga yarrg dibentuk olch masyarakat seeuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

q-
BAB II

PEMBENTUKAN I-EMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pa"sal 2

(1) Desa mendayagunaknn lembagn kemasyarsketan flesa yang anla dalarrr

rnernbantu pclaksanaan fungsi pcnyclcnggararul Pemerintahan Desa,

grelaksanaan pemhangrrnan l)esa, pembinaan kemasyarakatanllesa, dan

pemberdaytl.e.fl ffiesyarakat Ilesa.

(2) Lcmbaga kernasyarakatan Deaa setragalmana dimalcsttd pltla ayal (l )

P merupakan wadah partisipasi masyaraket lleee sebagai mitra Pemcrintarlr Desa,

(3) I"embaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberda.yaan

masyerekat Desa, ikut serta rrrererlrialrakan dan melakeanakan

pembangu nan,serta me"ningkatkan pelayanan maeyarakat []e$.r.

(4) Pelgksanaan progrem den kegiatan yang bereumber dari Pernerintah Eaerah,

Pemerintah Dcsa datr lembaga non-Peruerintah waiitr memtrerdayaken dan

menclayagunakan lemhaga kemaeyarakatan yang ada di lfesa.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 3

(1) Lembaga kemaayarakatnn des& dapat dibentuk atas prakarse pemerintah dcsa

dan masyarake.t.

(2) Fembentulsan lembaga kemasyarakrltrrn deea diattrr dengan fre.ratllrnfl Desa.
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Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan dan Penetepan

l,embaga Kcmesyarakatan Deaa

Pasal +
(t) Pen.ytrsunan ffincangan peraturan clcsa tcntang lcmbaga kemaeyarakatan dem

dapat diprakarsai oleh pemerintatr Desa dan/atau BpD.
(2) Rancangan peraturan cleea sebagairneura dimsksud pada ayat (l) paling

sedil{it memuat ketentuan yang mengatur penrherrtukan, rnaksrrd dan ltriuarr,
susunan organisasi dan tata kerja, tug6s rlan firng,si, trr,rlrrrng;rn l.erjit,
pembinaan dan pendanaan lembaga kemasyarakatan desa;

(3) Rancangan peraturan desa yeng telah disusun, wajib dikonsultasilran kepada
masyarakat dcsa dan dapat dikonsultasil*an hepada cefiiat untuk mendapat
masukan.

(41 Rancangan peraturan dese yang dikoneultaeikan sebagaimana dimalrsucl pada
aYat {3} diutamakarr kepada masyarakat atau kclompok nrasyarakat -yang
terkait langsung dengan substansi maten lrcngaturan.

(5) Masukan dari maeyarakat desa dan camat eebagaimana climaksud pada ayat (3)

digunalcan untuk kepala deua dan/atau BPD rrntuk tindak lanjrrt prose.$

penyusunan rancangs,n pcraturan deea.

(6) Rancangan peratul'an rJesa yang teleh dikonaultasil€n sehagairnana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepata desa daur BPD.

l7l Ketentuan mengenai mekanisme pembahasan, peneta.pan, pengundangam,
penyelrarluasan, evaluasi dan klarilikasi rancangan peraturan desa tentang
Ierrrlraga kernasyaralratan qle*n dinttrr d*lstm peraturan Bupati.

BAB III

TUCAS DAN F'IJNGSI

Passl 5

(1) kmbaga lcemasyaralcatsn Dcsa bertuges:
ir. rrrelakukarr llerlrlxrrrlayaart rrra$yaraka{, Dea&;

b. ikut serta dalam Ilerencenean dan pelaksanaan pembangunan; dan
c- meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(2) Dala-tn melakssnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), lembaga
kemasyar akatan Desa memiliki fungsi:

a. rnenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dart rnemupuk rasa persatuan dan kesatuan masyanakat;
c- meningkatkan kualitas dan mempercepat pelavanan Pemerintah Dcsa kcpada

masyarakat Dcsa;

?
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d- menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, rnelesterikan, dal
mengembangkan hasil pembangunan sccara partiaipatif;

e. menumbuhkan, mengemtlanfikan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi,
swadaya, serta gotong ruyong masyarakat;

f. meningkatkan keseJahteraanr keluarga; dan
g, meningkatkan kualitas $umber daya manueia,

RAB IV

JSNIS

Pasal 6

{1) Jenis lembaga kerracyaraltatan Desa terdiri dari:
a. RT/RW;

b. Tim Penggerak PKK;

c. Karang Taruna;

d. Lembcga Pembertlayaan Masyarakat Desa; dan

e. I embaga Kemasyarakatan [-*rinnya,

(2) te url,raga Kemaeyarakatan Desg sebsgnimana dimakeud pada ayat ( l )
mempunyai tugas pokok fungei, wewcnang, hak, rterr kewa-jiban ;rkan diatur
lebih lanjut datarn Peraturan tsupati,

BAB V

KEANCGOTAAN DAN KEPENGURU SAI{

rsyaraka*r';3'n**, memcnuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. warga nege.ra Republik Indonesia;

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Llaear 1945, serta Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Msha l,lsa;

d. pencluduk setempat;

e. mempunyai kem.auan, kemampuan da-n kepeelulian; dan
f. dipilih $ecara musyawarah dan mufakat.

(2) Kepengunrsan lembaga kemaeyarakatan Desa t€rdjri dari:
a. Ketua;

b. Sela'etaris;

c. Bendatrara; danlatau

d. Bidsng-bidang sesuei ke,butuhan.
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(3| Arrggota sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidst boleh merangkap jabatan

pada lemba8a deea/atau lernl.raga ketrlasyarakatan desa lainnya de-n bukan

merupakan anggota edah satu parlai politik.

(4) Maea bhakti keanggotaan kmba,ga. Kernasyaralcatan De*ir trelug,aimat:a

dimaksutl pacla ayat (1) selama 5 (h'mal tahun tcrhitung eejak Pengaflgketan

dan dapat dipilih keml:ali urrluk pel'iode berikutnya.

BAB VI

IIUBUNCAN KERJA

Paeal I
(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tuga.s dan fungeinya

menjalin hubunggn kcrja dengan kmerirrtallan llesa, Lcmbaga

Kemasyarakatan lainnya, dan dengan pihak ketiga.

(2) Hubungan kcrja l,emboga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahax desa

sebagaimana dimakeud pa.da ayat (1| bersilat kemiraan, konsultatif, dan

koordirratif.

(itl Hubungan kerja l,ernbaga Kemaeyarakatan llesR dcnga$ Lcmbaga

Kcmasys.rakatan lainnya sebagaimana dimaksud patta ayat (l) hersifat

koordinatif dan kon s ultatif.

(a) Hutru ngan ke{a lembaga kemaeyarakatan L)esa dengan pihak ketiga

sebagaimana dlmaksud pada ayat (l) bersifat kernittaan'

BAB VII

SUMBER DANA

Parsal I

Pendanaal lembaga kemaeyarakatan Desa bersumber dari:

a, swadaya masYarakatl

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

c, Rantusn lail yulg sah darr tidak mengika't.

BAB VIII

PEMtsI NAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 1O

{l} Pemerinta}r daerah, pcmerintah desa dan lemtraga non pemerintah dalam

melaksanelcan proBrr rrrrya di Desa wejib memberdayakan dan

menrlayagunakan lembaga lcemasyarakatafl yang ada di Desa'

(2) Pemerintah Daerah dan ca.rrat wajib memhina daIl metrgawaei l-embaga

Kemasyarakatan Desa.
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Pasal l1
Pembinaan dal penga.wasan pemerintah daerah setraga.imena dimaksud dalarn
Pasal 10 ayat {2} meliputi:
a. memberikan pedoman teknie pelakurnaan rlan pcngembangan L,embaga

I[emasyaral<stan De sa ;

b. rrrenrbe rikarr pedorr:ur p€nyuaunan perellcanaan pemhangrrnan partisipatif;
c, menetapkan baltuan pemhiayaan alqkaei dzur untuk pembinaan dan

pengembangan Lembaga Kema syarak atan Desa;
d. memberikan blmblngan, supervisi, dan koneultaei pelakeanaan eert{r

penrbeldayaan l.errrbsgn Kemaeyarekatan Desa;
e. melakukan pembirraan dan pengawersan penyelenggaraan Lembaga

Kemasyarakatan Desa;

f. menl'elenggrarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakato.n
Desa;

g. metnberikan penghargaan atas prestaei yang dilaksanakan Lembaga
Kerr rasya rakatarr l)ewt.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimakeud dalam pasal lo ayat (2)

rrrclipu ti:

a. memfasilitasi penyusunan Pereturan De*r yang [rerkaitan rlenflfrn lrnlbaga
Kcmaevarakatan DeBai

b. memfasilitasi pelaksanasn tugas, l'ungsi dan kewajiban Lembaga
Kemasyarakatal Desa;

c, memfasilitasi penyusunan perencenaen pembangu na n part.l slpat i f;

d. memfa silita si pela k sa na a n pemberdavaan masyarslrat dega;
c. mcmfasilitaai keq'aeama antar Lemba8a I{emasyarakatan Desa dan ke{asama

l,embaga Kemaeyarakatan Desa denggn pihuk ketrga;
f, memfesilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepa.da kmtraga

Hemasyarakatan Desa ; dan
g. mcmlaeilitasi krnrdirrsni unil ke{a Perrrelirr[a}an tlalarrr perrgerrr}arrg;rrr l+rnbttg,tr

I{cmasyarakatan Desa,

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Paeel t 3

(1) semua Peraturan Pelaksanaa"n Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12

Tahun 2OO4 tentang Lembege Kemssyarakatan Deea Bepanjang tidat<
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku, sampai
dengan ditetapkannya peraturan pelakeanaan Peratural Daerah ini.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang uudah adtr sebelum berlakunya
l)eratural Daerah ini, masih dapat melakukan kegiatan sampai berakhfu.nya

masa bhakti.
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BAB X
PENUTUP

Pasal 14

pada saat peraturarr Daeratr ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kcdiri

Nr1rrrgr L2 Tahun 2004 tcntagg ftmbentukan tnmbagn Kemasyarakatan Dcsa

(l"embaran f)serah l(abupaten Kerliri Tahun 2004 Nomor 5 Seri E), dicalrut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peratumrr Daeretr ini hatus

ditetapkan paling larna 6 {enam} bularr terhitung scjal( furngyll Peratum.n l)aerah

ini diundemgkan-

Pasal 16

Peraturas Daerah ini mul,ni berlakrr pada ta188al diundengkan-

Agar $etiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengunrlangan Peraturan

Ilaerah ini tleugpn penempatannya dalam Lembaran Dsertrh Kabupaten Hcdiri-

Ilitetapkan di Kediri,
padatenggal, 16 -I- 2016

BUPA'I'I KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal,6- 6 -?017

SEK Rts.TARIS I]AERAH KABUPATEN KEDIRI'

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH I(AtsUPATEN KEDIRI TAHUN 2OI'I NOMOR 7

NO. HEG. PERATUHAN DAERAH I{ABUPATEN KEDIITI PROVINSI JAWA TTMUR

259-7 12016 dengan a.rlinya
KEI}IRI

IS DAERAII

Utama Mady*

!,BI

+
#

llti
$?r6

$"

958S717t9E601llltE
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. PENJtsLASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEI]IRI

NOMOR 7 TAHUN 2016
,I'}.;N-fANG

LEMBAOA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Sehubunga.n dengan telah diterbitkannya ltnrlang-Undang Nomor (r Tahun

2014 tcntang Deea dan Peratursn Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Pereturan Pelaksana*rn tlndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenteng Desa,

sciring dengan itu pula pengafuran susunarl dal tate cara penvelcnggarEl$m

pemerintahan dan perlbangunan Desa han:s scgeru rlisesuaikan dcngan

ketentuan yang baru.

Dalam rangka pemberdqyaan masyarakat di DeEa, Lemtlaga

Kemaeyarakatan memiliki per$nan .yarrg *sngat penting, olch karcnanya dl t)esa

pcrtu ada Lembaga Kemaayarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa

dan mcrupakan mitra pemerintah t)esa dalarn aspek perencaneen, pelaksarraa n

dan pengenrlalian pembengunan yang bertlrmpu kepadn maeyarak*t.

lemhaga kemasyarakatan Deea dalam melaksanakan tuga.s mempunyai

fungsi penampungan dan penyaluran &spira.si maeyarakat dalam pembangunani

penanaman dan pemupukan raaa persatuan darl kesatuan maeYarakat

dalam kerangka mcmpcrkokoh NegErR Kesstuen Republik Indonesia;

peningkatan kualilue dan percepatan pelayanan pemcrintah kepuda masyarekat;

Erenyusunarr rencana, pelalcsana, pengerrtlali, pelcstarian dan pengenrbangarr

hasil-hesil perrrbanglrnan aecara partisipatif; pcnumbuhkembanggn dan

penggcrak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong rnaeyarakat;

pembertlayaan dan penhgltatan keecjahteraanr kcluar-ga; dan pemberdayaan hak

polil.il< rrrasyat a}at.

Dengan dibentuknya Peraturan l)aerah ini diharnpkzur dapat meningkatkan

peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksellaan pembangunan dan

pembinaan kemasyerakatan, serta meningkatlan pemberdayaan tnaeyarakat.

IT. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelae
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r

f

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelaa

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

IIuruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukttp jelas

Huruf c

CukuP jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Peningkatarr keseJahteraan keluarga rlapal rlilekukerr melalui

peningkatan kesehatan, pendidikan, rrsraha keluarga, dan

ketenagakerjaan,

Httrttf g

Peningkatan kualitas eumher daya mzurueia dapat dilakukan

melalui peninglntan kualitas anak usia dini, kualitae

kepemudaanr, darr kualitae perempuan.

Pacal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelae

Pasal 1O

Crrkrrp jelas
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Fasal 1 I

Cukup jelas

Pasal 1?

Cukup jclas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pesal 16

Cukup jelae

TAMBA}IAIiI LEMBARAI\T DAERA}I I{ABUPATEN KEDIRI NOMOR I57?
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